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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat
dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara
adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi
seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh
segenap lapisan masyarakat.

Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi Nasional
mantap. Makin mantap stabilitas Nasional makin lancar usaha pembangunan.
Sebaliknya, keberhasilan pembangunan akan memantapkan stabilitas Nasional.
Maka pembangunan . dilaksanakan dengan berpedoman pada Trilogi
Pembangunan, yaitu :

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.!

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang giat-giatnya

melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini tercermin dalam keinginan

' F.X. Djumialdji, S.H., Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 1.



Pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bardasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila, mutlak perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang,
baik di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Untuk meningkatkan
pembangunan di bidang fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung
bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik perusahaan,
sarana perhubungan dan pengairan serta sarana produksi, yang kesemuanya itu
memerlukan pengaturan yang mantap, dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk
proyek pusat, proyek Inpres, swadaya masyarakat dengan subsidi dari Pemerintah
dan lain-lain, yang lazimnya terjadi dalam bentuk perjanjian pemborongan
pekerjaan dimana pemerintah biasanya bertindak sebagai pemberi pekerjaan.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di bidang
fisik oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada swasta adalah
perjanjian pemborongan, yang mempunyai kedudukan yang sangat penting di
dalam terselenggaranya pembangunan yang lancar.

Menurut Sri Soedewi Masjhun Sofwan, bahwa menurut sistem
hukum perdata, dalam hal perjanjian pemborongan bangunan maka :

Pertama, bahwa mereka harus tunduk pada ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian
pemborongan bangunan. Kedua, perhatikan ketentuan yang tercantum

dalam peraturan tentang syarat-syarat umum perjanjian pemborongan



(Algemene Voorwaarden/A.V.). Ketiga, yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaan pemborongan bangunan ialah ketentuan-ketentuan dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sendiri yang berlaku sebagai

hukum pelengkap, yaitu ketentuan-ketentuan tentang perjanjian untuk

melakukan pekerjaan pada umumnya. z

Perjanjian pemborongan bangunan tergolong dalam perjanjian untuk
melakukan pekerjaan yang diatur dalam pasal 1601 (b) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berisi “ Perjanjian dimana pihak yang satu (si pemborong)
mengikatkan diri dengan pihak yang lain (si pemesan) untuk menghasilkan

pekerjaan tertentu dengan harga tertentu™’.

Di lihat dari objeknya, perjanjian pemborongan ini mirip dengan
perjanjian lain, seperti melakukan jasa karena sama-sama menyebutkan bahwa
pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain
dengan pembayaran tertentu.

Berbeda dengan perjanjian khusus lainnya perjanjian pemborongan
bangunan mengenal selera para pihak dalam perjanjian, juga mengenal personalia
peserta perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan penting dalam

pelaksanaan perjanjian.

Dalam proses pemborongan bangunan, dikenal beberapa peserta

pemborongan bangunan yang terdiri atas unsur-unsur :

2a: ) .
Sri Soedewi Masjhun Sofwan, Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan. Libe
Yogyakarta, 1982, hal 4041. 4 8 gunan, Liberty,

3 Ibid, hal 17.



1. Pemberi tugas (bouwheer, aanbesteder, employer, prinsipal),
2. Pemborong (annemer, contractor),
3. Perencana (para ahli yang mempunyai skill tertentu, seperti arsitek).
Sebagaimana diketahui bahwa baik manusia sebagai pendukung hak
dan kewajiban maupun badan hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum
keperdataannya sebagian besar terkait dan terlihat pada ketentuan-ketentuan
KUHPdt. Namun sehubungan dengan perkembangan tekhnologi dan kemajuan
kebudayaan masyarakat, sering terlihat bahwa KUHPdt telah banyak ketentuan-
ketentuannya yang sudah tidak sesuai lagi atau tidak tercantumnya ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatam tertentu dalam
lingkungan keperdataan. Seperti contohnya dapat dilihat pada perjanjian-
perjanjian dalam masyarakat untuk melakukan pemborongan pekerjaan yang
hanya diatur secara khusus dalam KUHPdt pasal 1604 sampai dengan pasal 1616.
Sedangkan kita menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti terdapatnya
suatu Kitab Undang-Undang yang terkodifikasi dan bersifat unifikasi.
Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi
Pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugas yang mempunyai prakarsa
memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak, yang pelaksananya diserahkan
kepada perusahaan-perusahaan pemborongan bangunan/kontraktor  baik
perusahaan negeri maupun swasta. Kontrak tersebut diperoleh dengan cara :
1. Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan

atas dasar penawaran yang diajukan (competative bid contract);



2. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar penunjukan;

3,

Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh dari hasil perundingan
antara si pemberi tugas dengan si pemborong (negotiated contract).

Penentuan harga dalam perjanjian pemborongan dapat dibedakan

dengan beberapa cara :

1.

Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (fixed price). Di sini
harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga
kontrak maupun harga satuan;

Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Disini harga
borongan diperhitungkan secara keseluruhan;

Perjanjian pelaksanaan pemborongan bangunan atas dasar harga satuan (unit
price), yaitu harga yang ditentukan untuk setiap unit. Disini luas pekerjaan
ditentukan menurut perkiraan jumlah unit;

Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya yang
sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya;

Perjanjian pelaksanaan pemborongan yang harganya diperhitungkan
berdasarkan penggantian semua pengeluaran pemborong yang berupa ongkos
kerja, harga bahan material dan ditambah persentase keuntungan (regie

contract).

Mengingat pentingnya perjanjian pemborongan itu, dan agar supaya

dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak dalam perjanjian



pemborongan, maka diperlukan adanya kemampuan pemborong, baik
kemampuan teknis maupun kemampuan modal.

Dewasa ini dalam praktek pemborongan bangunan, pengusaha-
pengusaha golongan ekonomi lemah diikut sertakan dan diberi kesempatan untuk
menjadi pemborong atau rekanan dengan catatan tetap memperhatikan
kebonafitan dari pemborong atau rekanan golongan ekonomi lemah tersebut.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, pada prakteknya sering
terjadi bahwa pihak pemborong tidak selalu dapat melaksanakan sepenuhnya hal-
hal apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan yang mereka
buat. Misalnya, untuk menyelesaikan secara keseluruhan sebuah bangunan sesuai
dengan apa yang diperjanjikan oleh pihak pemborong dan yang memborongkan.
Mungkin si pemborong tidak dapat mempertanggungiawabkan atas segala
kerugian yang timbul dari pekerjaan yang disebabkan suatu keadaan di luar
kemampuan ataupun di luar dugaannya (force majure). Mungkin juga hal tersebut
disebabkan oleh salah satu dari para pihak (pemborong atau yang
memborongkan) wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya atau tidak
terpenuhinya kewajiban dalam perikatan. Tidak terlaksananya perikatan itu dapat
terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3 Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

Perjanjian pemborongan bangunan seperti diuraikan tersebut diatas,
dapat kita jumpéi pada perjanjian pemborongan bangunan berbagai sarana dan
prasarana pada proyek-proyek pemerintah ataupun proyek-proyek swasta, seperti
pada pembangunan kantor-kantor, jalan, terminal, hotel, perumahan, dan lain
sebagainya. Salah satu bentuk perjanjian pemborongan dapat dilihat pada Kontrak
Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kebutuhan untuk
mengetahui adanya perlindungan hukum bagi pihak pemborong dan juga
perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah  apabila salah satu pihak
wanprestasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis dalam
penulisan skripsi ini mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PARA PIHAK DALAM KONTRAK LANJUTAN PEMBUATAN KOLAM

RENANG HOTEL BUKIT SERELO LAHAT.”

4 Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 1.



b

. Permasalahan

Sejalan dengan latar belakang penulisan skripsi ini, maka
permasalahan yang diangkat oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lahat
apabila pihak pemborong wanprestasi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pemborong apabila pihak

Pemerintah Kabupaten Lahat wanprestasi ?

. Ruang Lingkup

Untuk memberikan batasan agar dalam penulisan skripsi ini tidak
menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ada, perlu kiranya penulis
mengemukakan ruang lingkup dari penulisan ini, yaitu hanya terbatas mengenai
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam kontrak lanjutan

pembuatan kolam renang Hotel Bukit Serelo Lahat.

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak Pemerintah
Kabupaten Lahat apabila pihak pemborong wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pemborong

apabila pihak Pemerintah Kabupaten Lahat wanprestasi.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis normatif. Adapun dalam melakukan penyelesaian penulisan skripsi ini ,

cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1.

3.

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

yaitu melalui studi kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder
berupa bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPdt), dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari
literatur-literatur, buku-buku serta bahan-bahan kuliah yang berhubungan
dengan penulisan skripsi ini.
Penelitian Lapangan (Field Research)

yaitu untuk mendapatkan data primer melalui penelitian lapangan,
dengan menelaah isi Surat Perjanjian atau Kontrak Lanjutan Pembuatan
Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat.
Analisis Data

Dari data yang telah didapat, baik data primer maupun data
sekunder, dianalisis dengan cara sistematis kualitatif sehingga akan dapat

dihasilkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.
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